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ABSTRAK 

 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke 

pengadilan serta bagaimana penyelesaian kewenangan hakim dalam memeriksa 

dan memutus perkara yang diajukan kepengadilan. Berikut adalah beberapa 

kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana: 

 

1. Kewenangan dalam pemeriksaan perkara Hakim memiliki kewenangan 

untuk memeriksa perkara secara menyeluruh dan menyimpulkan fakta-

fakta yang terjadi dalam perkara tersebut. Hal ini meliputi pemeriksaan 

terhadap saksi, ahli, barang bukti, serta meminta keterangan dari para 

pihak yang terlibat dalam perkara. 

2. Kewenangan dalam menentukan status hukum terdakwa Setelah 

memeriksa perkara, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan status 

hukum terdakwa, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Jika 

terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menetapkan hukuman yang 

sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. 

3. Kewenangan dalam menjatuhkan hukuman Hakim memiliki kewenangan 

untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan 

bersalah. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia. 

4. Kewenangan dalam memberikan putusan atas banding 

 

 

 

Kata kunci: Kewenangan, Hakim. 
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RINGKASAN 

 

KEWENANGAN HAKIM DALAM MEMERIKSA 

DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA YANG DIAJUKAN KE PENGADILAN 

(MUHAMMAD ADE DWI LUTFY : 2023, 51 hlm) 

 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim yang diberikan wewenang untuk 

memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 

ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan, 

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan 

yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan 

peradilan tersebut. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang 

bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan 

guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia 

yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang 

diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang 

berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 

pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 

Dan Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau 

terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. 

Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan 

upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum 

dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi 

hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. 
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Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak 

kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat 

penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana 

agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 

1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana 

Indonesia. 
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